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ABSTRACT

FAISAL KATILI. H1117165. THE PROTECTION OF WITNESS RIGHTS IN
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF INDONESIA

The research aims at finding the protection of witness rights when they testify and
reveal the material evidence in the court based on the penal code system in Indonesia.
It also aims at finding factors that challenge the protection of witness rights when they
testify and reveal the material evidence in the court based on the penal code system in
Indonesia. The research applies the empirical normative method supported by data on
the field to help the research. The population and sample in the research are two former
witnesses, two police officers, one prosecutor, two advocates, one judge, and two
people from the local community. The type of data source in the research is the
literature and field study. The findings of the research are that in the penal code system
in Indonesia, a witness has a right for protection by the police, prosecutors, advocates,
and the Court institution for their personal safety from physical and psychological
threats from other people related to their testimony of a criminal act. Those institutions
should also coordinate with the Organization of Witness and Victim Protection (LPSK)
in order to protect the witness from any type of intimidation. This should also be based
on a legal process |n which Witness and Vlctlm Protectlon Agenc

the law enforcement institutions are not coordinating wel
authorities.

Keywords: rights protection, witness, criminal justice system



ABSTRAK

FAISAL KATILI. H1117165. PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak
saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatu perkara pidana menurut
sistem peradilan pidana Indonesia dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan
dalam melindungi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materil suatuperkara
pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.ini menggunakan metode peneltian
normatif empiris dengan didukung oleh data-data lapangan yang mendukung penelitian
ini, adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini disini yakni seorang
yang pernah menjadi saksi 2 orang, polisi 2 orang, jaksa 1 orang. Advokat 2 orang,
hakim 1 orang, dan masyarakat 2 orang. Jenis dan sumber data dalam peneltian ini
yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun yang menjadi hasil dalam
peneltian ini adalah, perlindungan terhadap hak-hak saksi dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia, Seorang saksi berhak memperoleh perlindungan oleh penegak
hukum yaitu Polisi, Jaksa, Advokat Dan Badan Peradilan atas keamanan pribadinya
dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain,berkenaan dengan kesaksian
yang akan,tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Lembaga-lembaga
ini juga harus saling berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) agar kiranya hak saksi bisa di lindungi dan tidak ada intimidasi dari siapun.
Hal ini harus di landasi dengan kekuatan hukum dimana LPSK selaku pellndung dari
saksi dan korban tentu juga ada proses yang harus di ikuti seksama H A SESUa

korban. Akan tetapi dalam pelaksanaanya perlindungan hak-hak / :
dengan baik hal ini dikarenakan lembaga-lembaga penega

berkoordinasi dalam menjalankan kewenangannya. q, Dr. Ands Subhan, 8.5 M.Pd.

Verifikator

Kata kunci: perlidungan hak-hak, saksi, sistem peradilan pidana
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali mengalami kendala dengan
susahnya untuk mencari alat bukti dalam proses peradilan pidana, terutama
mendapatkan saksi guna diminta keterangannya. Peranan saksi sangat penting untuk
mengungkapkan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana, karena
keterangan dari saksi diperlukan untuk membuktikan tentang adanya suatu peristiwa
pidana agar dapat menghukum pelakunya. Keterangan saksi mempunyai kedudukan
dalam urutan pertama sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan;
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b.keterangan ahli;
C. surat;
d.petunjuk;
e. keterangan terdakwa.!

Saksi memiliki hak-hak yang di atur dalam KUHAP, namun hak-hak saksi
tersebut terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan hak-hak tersangka, sedangkan
status saksi bisa berubah menjadi tersangka/terdakwa. Selain itu, saksi juga sering

mengalami intimidasi, ancaman dari pihak pelaku atau pihak-pihak tertentu yang

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
1



tidak menginginkan terbongkarnya suatu kejahatan yang melibatkan mereka, seperti
dalam perkara pidana korupsi, teroris, pencucian uang (money laundering), atau
perkara pidana yang melibatkan orang-orang terkenal.

Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-VI111/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana
yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.?

Indonesia saat ini telah melakukan reformasi hukum, dimana penghargaan
terhadap harkat dan martabat manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia
semakin lebih mendapat perhatian sebagai perwujudan pengamalan terhadap UUD
1945 dan Pancasila. Dengan adanya perubahan tersebut maka dalam melakukan
penegakan hukum, setiap langkah yang dijalankan oleh penegak hukum tidak boleh
menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sebagai landasan hukumnya dan harus
mengedepankan hak asasi manusia (HAM), diantaranya adalah dapat memberikan

perlindungan terhadap hak asasi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materiil

2Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-V111/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana
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dalam proses peradilan pidana, dan tidak hanya dapat melindungi hak asasi dari
tersangka/terdakwa ataupun melindungi kepentingan masyarakat/pemerintah, karena
saksi sebagai warga negara juga mempunyai hak atas kedudukan yang sama di muka
hukum (equality before the law) yang dilindungi oleh UUD 1945.

Oleh karena itu dalam reformasi hukum, setelah Indonesia pada tahun 2003
meratifikasi UN Convention Against Corruption yang menekankan kepada setiap
negara yang telah meratifikasi untuk menyediakan lembaga perindungan terhadap
saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi, kemudian Indonesia pada tanggal 18
Juli 2006 mensahkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, dan selanjutnya membentuk lembaga perlindungan saksi dan
korban (LPSK). Undang-Undang Rl No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014.3

Undang-undang tersebut diharapkan dapat melengkapi kekurangan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dapat
menampung perlindungan terhadap saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia,
agar saksi dapat mengungkapkan suatu peristiwa pidana materiil dengan rasa aman
dan tidak tertekan dari rasa takut akan ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang
berkaitan dengan perkara. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang

saksi yang menjadi tersangka/terdakwa yang sangat berperan dalam membantu

3Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah menjadi Undang-
Undang RI No. 31 Tahun 2014.



mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana agar diberikan suatu
penghargaan dalam bentuk keringanan hukuman.

Di dalam KUHAP, saksi diperlukan keterangannya mulai dari tahap
Penyidikan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
tersebut, keterangan saksi sudah dibutuhkan mulai dari tahap penyelidikan. Namun
saksi masih dianggap sebagai obyek pemeriksaan yang sering dilanggar hak-haknya
untuk mendapatkan perlindungan hukum pada waktu mengungkapkan kebenaran
materiil tentang perbuatan pidana. Secara historis saksi yang di langgar haknya pada
kasus marsinah yang di mana saksi mengalami intimidasi oleh beberapa oknum
aparat penegak hukum sampai terjadi intimidasi dan juga pada kasus novel baswedan
yang di mana beberapa saksi belum sepenuhnya di periksa sehingga dalam kekuatan
pembuktian terhadap kasus tersebut masih jauh dari nilai-nilai keadilan bagi para
pencari keadilan, dan adapun dalam kasus korupsi sebagaimana ungkapan Kabag
Litigasi dan Non litigasi Biro Hukum KPK Evi Laila menyebut sebanyak 33 persen
saksi KPK ada yang mendapat ancaman kriminalisasi hingga intimidasi terkait kasus
pidana korupsi baik yang dia laporkan atau tidak®. Di gorontalo sendiri, terdapat
salah satu kasus dimana seorang saksi yang keamanannya terancam, bukan hanya dia
sendiri tapi keluarganya juga mendapatkan ancaman berupa teror. Teror yang
diberikan bukan hanya teror psikis tetapi juga teror fisik. Saksi yang merupakan saksi

dari tindak pindak narkoba yang identitasnya sengaja disembunyikan oleh pihak

4 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2017. Potret perlindungan saksi dan korban. Terbitan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
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kepolisan yang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK), hal ini sesuai dengan kepentingan yang pegang oleh LPSK untuk melindungi
identitas saksi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan berupa ancaman teror
lagi di masa mendatang.

Adapun ancaman yang diterima misalnya pelaporan balik ke polisi hingga
digugat perdata, Sehingga sering terjadi dimana saksi mencabut keterangannya dalam
berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik pada saat persidangan
dalam acara pembuktian di Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan alasan
bahwa pada saat proses pemeriksaan tingkat penyidikan, saksi berada dalam tekanan
penyidik ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sikap saksi yang mencabut
keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik dalam persidangan tentu saja
bisa mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana secara jujur dan tepat untuk
mencari siapakah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan kemudian dapat
dipersalahkan dalam putusan pengadilan.

Sering terjadi pula bahwa saksi yang menjadi tersangka/terdakwa yang telah
memberikan keterangan untuk mengungkapkan kebenaraan materiil suatu perkara
pidana mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan, tidak mendapatkan keringanan
hukuman dalam putusan pengadilan sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-
Undang. Pada dasarnya peristiwa yang dialami saksi tersebut dapat teratasi jika
kedudukan penasihat hukum/advokat dalam proses peradilan pidana guna penegakan
hukum diefektifkan dari awal penyelidikan terhadap saksi dalam pengungkapan suatu

perkara pidana.



Uraian di atas adalah suatu gambaran umum agar penulis dapat memperoleh
dasar dalam menentukan judul Usulan Penelitian yang calon peneliti pilih, yaitu:
“Perlindungan Hak-Hak Saksi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan
ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak saksi pada saat mengungkapkan
kebenaran materil suatu perkara pidana menurut sistem peradilan pidana
Indonesia?

2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam melindungi saksi pada saat
mengungkapkan kebenaran materil suatuperkara pidana dalam sistem peradilan
pidana Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak saksi pada saat
mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana menurut sistem
peradilan pidana Indonesia

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam
melindungi saksi pada saat mengungkapkan kebenaran materiil suatuperkara

pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai,
dari segi pemamfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna
bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat
berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana
dan juga pada akhirnya menjadi acuan yang mampu memenuhi rasa keadilan
serta persamaan kedudukan dimuka hukum.

2. Manfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamafaat bagi praktisi ilmu
hukum pidana, aparat penegak dalam memberikan perlindungan terhadap hak-

hak saksi.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu
perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan Strafbaarfeit.
Istilah lain yang pernah digunakan utnuk menggambarkan perbuatan yangdapat
dipidana, yaitu :
a. Perbuatan pidana.
b. Peristiwa pidana.
c. Pelanggaran pidana.
d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang
ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah
strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini
salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;

2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna
dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin

dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang



juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-

Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1)

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit;

4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana
yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam
bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga
Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum
Pidana Indonesia;

6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang
dalam Undang- Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan
Peledak;

7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan
beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.®
Menurut Jan Remmelink,®menjelaskan bahwa tindak pidana sebaiknya

dimengerti sebagai suatu perilakumanusia yang diperbuat dalam suatu situasi dan
kondisi dimana dalamperilakunya terumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh

undang-undang dandapat diancam dengan sanksi pidana.

> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Il, Raja Grafindo Persada, Jakarta, HIm. 67
6Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. HIm 60
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Menurut ~ Wirjono  Prodjodikoro,” suatu tindak pidana adalah
pelanggarannorma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata,
hukumKetatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh
pembentukan undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Suatu tindak pidana yang dilakukan setiap petindak, selalu diikuti oleh sifat
melanggar hukum (wederrechtelijkheid; onrechtmatigheid), dan tidak adasuatu tindak
pidana tanpa sifat melanggar hukum.Dalam beberapa pasalketentuan hukum pidana
(strafbepaling), disebutkan salah satu unsur dari suatutindak pidana tertentu, yaitu
wederrechtelijkheid atau sifat melanggar hukum.Misalnya dalam Pasal 362 KUHP
tentang pencurian, disebutkan bahwapengambilan barang milik orang lain harus
dengan tujuan (Oogmerk) untukmemiliki barang itu dengan “melanggar hukum”.
Pada Pasal 372 KUHP tentangpenggelapan, dirumuskan dengan “memiliki barang
dengan melanggar hukum”.

2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri
dibawah sesuatu, supaya tersembunyi sedangkan Perlindungan memiliki pengertian
Suatu perbuatan, maksudnya melindungi,memberi pertolongan. Hukum yang berlaku
dimasyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan
yang ada dalam masyarakat.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

"Wirjono.Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama. HIm 63
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melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan
hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:®
a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Pérlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.®
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,
yaitu :

1.  Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati

8 Muchsin. 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. , Surakarta : Universitas Sebelas
Maret. hal 14
9 Ibid, him 20
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dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada
pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum vyang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perfindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat
dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.®
Perlindungan Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya

Jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri

1% philipus M. Hadjon. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina limu, hal.30
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maupun didalam hubungan dengan manusia lain. Pada tahun 2003, goodwill
(iktikadbaik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan
korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.'!

Perlindungan hokum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta
pengakuan terhadap hak-hak Asasi manusia yang dimilki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hokum dari kesewenangan atau sebagai Kumpulan peraturan
Atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal
ini hanya perlindungan oleh Hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum,
terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh
manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia serta
lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum.

Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan Kkepentingan
manusia, penegakan hokum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum,
kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum. Bentuk atau jenis
perlindungan adalah fisik,mental,dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat
terkait. Melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 Tentang pengadilan
Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa:

a.  Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang

berat

11 sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.hal 9
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b. berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman,
gangguan,teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan
tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat
keamanan.

Bentuk-bentuk Perlindungan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak
Asasi Manusia:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan
mental

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap
muka dengan tersangka

Adapun lembaga yang disediakan untuk melindungi Saksi dan korban yaitu
lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan
berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi satu
korban. Tata cara memperoleh perlindungan antaralain :

a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepadalLPSK

b. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat7 hari harus ada keputusan tertulis

c. Apabila LPSK menerima permohonan maka saksi dan korban menandatangani
pernyataan kesediaan untuk mengikuti syaratdan ketentuan perlindugan

saksi/korban
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d. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi termasuk
keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut.

Adapun penghentian perlindungan antara lain :

a. Atas permohonan saksi atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif
sendiri

b. Atas permintaan pejabat yang berwenang bila permohonan perlindungan
diajukan pejabat yang bersangkutan

c. Saksi atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian

d. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan
bukti-bukti yang menyakinkan

e. Penghentian perlindungan harus di lakukan secara tertulis.

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah
secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang
sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum
tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh
penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota
keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi , dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Bambang Waluyo !? sampai
pemeriksaan dipengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-

kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi

12Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi, Sinar Grafikahal 102
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atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi didepan sidang pengadilan harus dituntut
kebenaran kesaksiannya.
2.3 Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan
kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara
membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula
pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan
bukti?3,

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang
berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang
berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim
sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut*4.

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun
yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang
ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat
dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan,tuntutan atau
gugatan. Sedangkan R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa alat-alat bukti (yang
sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-

alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

13 Andi sofyan, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta:Kencana.Hal 230
14 J.C.T Simorangkir,., 1997, Kamus hukum,sinar grafika,Jakarta Hal 135
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keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah
dilakukan oleh terdakwa. 1°

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan,
misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha
negara. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah
ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.5
Keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.
Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.
Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Surat, ialah suatu alat bukti yang berupa tulisan yang dibuat atas kekuatan
sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita acara
dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum.
Petunjuk, merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya
baik antara satu yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Keterangan terdakwa, merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

15 Ibid Andi sofyan, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,hal 231
17



2.4. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian.
Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa
atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa
untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan
keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga,
saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan
pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang
diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai
bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana
yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.*®

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan
ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan
keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam Buku Keempat KUHPerdata perihal Pembuktian dan Daluwarsa, tidak ada

16 Eddy O.S Hiariej Memahami ’Traiding in Influence’ Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Unpublis. Hal 56
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definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan saksi. Pasal 1895 sampai dengan
Pasal 1914.17

KUHPerdata yang mengatur tentang saksi hanya memberikan ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan saksi.

R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu
keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian
tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut Sudikno
Mertokusumo yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan
kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara
lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh
Undang-undang yang dipanggil di pengadilan
2.5.Pengertian Saksi

Dalam proses Peradilan pidana saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh
kebenaran material. Teorinya Pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Pasal
184 menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lain berupa
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 Ayat (2)
berbunyi: keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. ayat (3) dari pasal

yang sama berbunyi : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(2) tidak berlaku

17 Andi sofyan, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta:Kencana.Hal 230
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apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Secara sederhana, saksi adalah
mereka yang mempunyai Pengetahuan Sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat,
dan didengar tentang terjadinya suatu tindak pidana.Lebih jelasnya pengertian saksi
ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP bahwa: Saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan gunakepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang dia dengar. Dengan demikian jelas bahwa untuk
bertindak sebagai saksi dia haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat
dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut. Saksi yang hanya mendengar
dan mengetahui Suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti
yang sah. Hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasa 185 Ayat (1) KUHAP yang
menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang
diperoleh dari orang lain atau testimoniumde auditu.
2.6 Syarat-syarat Menjadi Saksi

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling
utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu
bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling sedikit disamping pembuktian
dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian bukti keterangan
saksi. Kekuatan pembuktian (degree of evidence) keterangan saksi agar dapat
dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus

dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:
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Harus mengucapkan sumpah atau janji, Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3)
KUHAP?8

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji
menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang
sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Apabila saksi enggan atau menolak mengucapkan sumpah atau janji, maka
dapat dikenakan sandera. Penyanderaan ditetapkan berdasarkan penetapan hakim
ketua sidang. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal
161 KUHAP). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan
janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti.
Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang
sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi
lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut
alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP
dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya
bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain

atau testimonium de auditu.t®

18pasal 160 Ayat (3) KUHAP
19pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP
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Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil
pemikirannya sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian guna membuktikan
kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat atau mempunyai warna pendapat dan
pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat
dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap
terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar siding
pengadilan.

d. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai
kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguhsungguh
memperhatikan: Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yang
lain Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.?°
e. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dilihat pertama-
tama sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Manakala ditinjau dari segi ini,
keterangan saksi yang diberikan di muka siding pengadilan dikelompokkan menjadi

dua, yaitu saksi yang menolak disumpah dan karena hubungan keluarga.

20pasal 185 Ayat (6) KUHAP
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Saksi yang menolak disumpah, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau
mengucapkan janji tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah
merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Karena hubungan keluarga, Kekecualian menjadi saksi yang tidak dapat didengar
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok
yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai
kekuatan pembuktian, yaitu: Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji Keterangan
saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami
sendiri Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan
merupakan keterangan saksi Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum
dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai syarat-syarat menjadi saksi, Alfitra menambahkan bahwa
keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 Ayat (2) menyatakan
“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Ketentuan dalam pasal ini
berasal dari asas hukum pidana Unus Testis Nullus Testis yang artinya satu orang

saksi bukan merupakan saksi.?!

2LAlfitra. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa
Sukses, 2014. Hal 60
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Adapun Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul Alat Bukti dan
Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana menyatakan bahwa aturan Unus Testis
Nullus Testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi tidak
mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya adalah
bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat
memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiridan
dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan
yang sah.?

Asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) yaitu
“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan sifat a contrario menurut
Alfitra keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah, apabila disertai satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah
keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.

4. Larangan Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi
tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:?® Keluarga sedarah atau semenda dalam
garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama

22Djoko Prakoso, 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 72
23pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa.

Ketentuan Pasal 168 tersebut tidak secara mutlak melarang orang-orang
tersebut untuk menjadi saksi. Namun apabila orang-orang yang dikecualikan sebagai
saksi tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian dan penuntut umum serta
terdakwa menyetujuinya maka ia diperbolehkan untuk didengar keterangannya
dibawah sumpah, tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka keterangannya
dilakukan tanpa sumpah.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda),
ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat,
martabat, atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan
dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut,
pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika
tidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jabatan
atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang
menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan
kebebasan tersebut.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan

kesaksian di bawah sumpah ialah:
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Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.?*

Dalam penjelasan pasal tersebut, anak yang belum berumur lima belas tahun,
demikian juga orang yang sakit ingatana, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-
kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psycopaat, mereka ini tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak
dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

5. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

a. Saksi a Charge (saksi yang memberatkan terdakwa): saksi ini adalah saksi
yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau
kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160
Ayat (1) huruf ¢ KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa
yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh
terdakwa atau penasihat hukum atau penuntutumum selama berlangsungnya sidang
atau sebelum dijatuhkannya putusan,hakim ketua sidang wajib mendengarkan
keterangan saksi tersebut.

b. Saksi a de Charge (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa): saksi
ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/ terdakwa atau penasihat hukum, yang
mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan/menguntungkan

terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP, bahwa dalam hal

24pasal 170 dan 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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ada saksi yang menguntungkanterdakwayang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara dan/atau yang diminta olehterdakwa atau penasihat hukum atau penuntut
umum selama berlangsungnyasidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim
ketua sidang wajibmendengar keterangan saksi tersebut.Mengenai jenis-jenis saksi,
Alfitra berpendapat bahwa jenis saksi dibagimenjadi empat, yaitu:2°

Saksi a Charge, yaitu keterangan saksi dengan memberatkan terdakwa dan
terdapat dalam berkas perkara serta lazim di ajukan oleh jaksa penuntut umum.

Saksi a de Charge, yaitu keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan
terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka
atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Saksi de auditu/ hearsay evidance, yaitu keterangan seorang saksi yang
diperolen dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain.Saksi
testimonium de auditu atau hearsay evidence berasal dari kata hear yang berarti
mendengar dan say yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah
hearsay berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri
fakta tersebut dari orang yang mengucapkan sehingga disebut juga sebagai bukti tidak
langsung (second hand evidence) sebagai lawan dari bukti langsung (original
evidence), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi de auditu atau

9 <6

hearsay ini mirip dengan “report”, “gosip” atau “rumor”.

25 pasal 160 Ayat (1) huruf C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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Dengan demikian, definisi kesaksian testimonium de auditu adalah sebagai
keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar,
dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan
oleh orang lain kepadanya tentang kenyataan-kenyataan tentang hal-hal yang
didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

Sementara itu, definisi yang cukup lengkap dikemukakan oleh Munir Fuady
yaitu yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau de auditu adalah suatu
kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu
fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/ mendengar/ melihat sendiri fakta
tersebut.?

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyatakan
bahwa dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun
rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
Di dalam Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk
keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah
alat bukti yang sah. Selain itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa sesuai dengan
penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan
sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari

kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

28Munir. Fuady, (2012). “Hukum perbankan”. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti hal 132
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dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak
terjamin kebenarannya. Maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak
dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim,
walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat
memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.
Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam
Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti melalui
pengamatan hakim, melainkan dapat melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan
pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

Adapun Wirjono Prodjodikoro?’ berpendapat bahwa hakim dilarang memakai
sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang
saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik
bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang
menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian
semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. mungkin sekali hal
pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan

suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

2Wirjono.Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003 hal 26

29



2.7. Kerangka Fikir

PERLINDUNGAN HAK-HAK SAKSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Bagaimana Perlindungan Hak ﬂiktor-Faktor Penghambat\

Saksi Dalam Sistem Peradilan dalam Memberikan

Indonesia Perlindungan Hukum
Terhadap Saksi

1. Perlindungan oleh
Kepolisian

2. Perlindungan oleh
Kejaksaan

3. Perlindungan oleh
Advokad

4. Perlindungan Oleh Badan

R )L Y

l

Terwujudnya
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam
Sistem Peradilan Pidana

1. Faktor penegakan Hukum
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2.8 Definisi Operasional

1.

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum
lain, yaitu hukum Perdata, hukumKetatanegaraan, dan hukum Tata Usaha
Pemerintahan, yang oleh pembentukundang-undang ditanggapi dengan suatu
hukuman pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan
hukum berdasarkan suarat kuasa yang di berikan untuk pembelaan atau
penentuan pada acara persidangan.

saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau
kejadian

Sistem peradilan Pidana adalah merupakan suatu sistem yang di dalam
gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka

menegah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial)
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BAB I
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Calon Peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif
Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau
fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung
dalam masyarakat, dan menghubungkanya dengan data-data sumber bahan hukum
seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku hukum.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo?® mengenai metode penelitian beliau
mengungkapkan bahwa penelitian Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji
secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-
Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

3.2 Objek penelitian

Dalam usulan penelitian ini yang menjadi objek penelitian di atas adalah Hak-hak
saksi dalam system peradilan pidana indonesia.
3.3 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan
data dan sumber informasi, untuk kasahihan dalam sebuah penelitian, penetapan
lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk

mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian.

28Bambang Waluyo, 2002,” Penelitian Hukum Dalam Praktek “ Sinar Grafika, Jakarta HIm 18
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Lokasi penelitian ini dilakukan di perpustakaan universitas ichsan gorontalo dan
beberapa responden di lapangan, lokasi penelitian tidak menutup kemungkinan akan
bertambah apabila masih ada data yang akan diperlukan kedepanya yang berbeda
lokasi penelitian.

3.4 Populasi dan sampel

1. Populasi

Pengetian populasi adalah ?*“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang
memiliki karakter tertentu dan detetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan
wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi
digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk
melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang
dimaksud disini adalah (1). Seorang yang pernah menjadi saksi ( 2) Polisi (3) Jaksa
(4) Advokat (5) Hakim (6) Masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan
yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan
peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa
bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil
dan diolah menggunakan teknik porvois sampling sehingga didaptkan sampel berupa:

a. Saksi 2 orang

b. Polisi 2 orang

29350erjono Soekanto, 2010,” Pengantar Penelitian Hukum Jakarta : Ul-Press, HIm 63
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c. Jaksa 1 orang
d. Advokat 2 orang

e. Masvarakat 3 orang +

Jumlah 10 orang
3.5 Jenis Dan Sumber Data
Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan
data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

1. Studi kepustakaan
Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data
melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undagan, kamus
hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran
dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa
hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan
Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian
dan melakukan wawancara (Interview) serta mengumpulkan objek
yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai

dengan data yang dibutuhkan penulis.*°

30 Ibid him 54
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3.6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan Data yaitu teknik seperti biasasnya dengan cara mengumpulkan data
dan informasi dalam bentuk tulisan karya ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan
penulisan yang ditetapkan
3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa?®! tata cara
untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat, yang disusun dan di
interpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu analisis kualitatif
dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang
didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memilki sifat umum ke sifat khusus sesuai

dengan masalah penelitian yang dilakukan.

311bid him 98
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Perlindungan Hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Indonesia
Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan
saksi&korban *2dalam ketentuan umumnya pasal 1, saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri. Undang-undang perlindungan
saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi
seperti yang diatur olen KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa
status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai di tahap penyelidikan,sedangkan
dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.Pengertian saksi dalam
Undang-undang ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau
(memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya
penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Dalam KUHAP bentuk perlindungan terhadap saksi salah satunya diatur dalam
pasal 117 ayat 1 dimana di sebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada
penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta
keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik

penyidik Polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang

$2Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi&korban
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pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain
untuk berbuat sesuatu akan diancam pidana.

Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap
adanya indikasi suatu tindak pidana, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya
dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan
atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu
tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 13
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang
undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap
proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan®?

Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: “Seorang saksi dan korban
berhak:

1. Memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. lkut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

4. Mendapat penerjemah;

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

33Marwan Efenddy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana, (Jakarta:
Raferensi.2012), h. 1244
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6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

9. mendapat identitas baru;

10. Mendapatkan tempat kediaman baru;

11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.”
Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada saksi selain yang

dirumuskan di atas sebagai hak-hak saksi, antara lain:

1. Memberikan kesaksian di luar pengadilan

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat

besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung
dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban
sebagaimana di maaksud dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang
disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya
pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban
juga dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektroni
dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan seperti ini diatur dalam
pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK.

2. Tidak dapat dituntut secara hukum



Bentuk perlindungan lain yang sangat fundamental dan dinanti banyak orang
adalah bahwa saksi, korban,dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik
pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah
diberikannya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sehari — hari terutama dalam penegakan
hukum pidana tidaklah semudah apa yang ditayangkan oleh masyarakat, terlebih
dalam mendapatkan keterangan saksi. Sebagaimana hal ini telah terbukti bahwa
masih banyaknya korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga,
kasus kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan lain sebagainya
dimana saksi korban atau saksi — saksi lain sangat enggan dan bahkan sangat takut
untuk melaporkan kejadian kejahatan yang dilakukan orang terhadap diri korban itu
sendiri.

Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini nampaknya masih sangat jauh dari
perhatian masyarakat maupun para penegak hukum, yang ternyata sikap yang
demikian ini memang sejalan dengan sikap dari pembentuk undang-undang, yang
tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada para saksi maupun korban
yang berupa pemberian sejumlah hak, seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh
tersangka maupun terdakwa. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah
mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh terdakwa / tersangka secara tegas dan
terinci dalam suatu bab tersendiri, akan tetapi dengan sebaiknya bagi saksi termasuk
saksi korban hanyalah ada beberapa pasal saja dalam kitab undang — undang hukum

acara pidana yang memberikan hak pada saksi, hanya saja pemberiannya selalu



dikaitkan dengan tersangka maupun terdakwa. Jadi menurut penulis, hak yang
dimiliki saksi porsinya lebih sedikit dari pada hak yang dimiliki oleh tersangka
maupun terdakwa.

Pendapat penulis ini juga didukung dengan adanya data yang penulis dapatkan
dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama 4 tahun terakhir
dengan jumlah kasus yang ditangani mengenai perlidungan hak saksi yakni mencapai
300 kasus.

Data tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini3* :

No. TAHUN JUMLAH KASUS

1 2017 59

2 2018 81

3 2019 97

4 2020 63
TOTAL 300

Dapat dilihat dari tabel diatas data yang diperoleh dari LPSK hanya berupa
tahun dan jumlah kasus yang di lindungi oleh LPSK tanpa menyebutkan informasi
ataupun data terkait saksi. Hal ini dikarenakan ada kepentingan perlindungan yang
dijalankan LPSK di untuk tidak sembarangan mempublikasikan kondisi korban

maupun meminta pernyataan dari korban. Kondisi korban juga harus dirahasiakan

34 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2017. Potret perlindungan saksi dan korban. Terbitan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
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terkait keamanan yang bisa menjadi informasi bagi lawan korban untuk mengambil
langkah tertentu. Pembatasan terhadap pernyataan korban dimaksudkan agar tidak
ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk menuntut balik atau mengambil
langkah hukum lainnya.

Sebagaimana dengan kasus yang penulis teliti dalam penelitian ini, dalam
kasus ini pihak kepolisian yang penulis wawancarai tidak bisa menyebutkan identitas
korban dan hanya memberikan peneliti insial saja, karena mengingat dengan
ketentuan yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa LPSK memegang teguh
kepentingan dalam hak perlindungan saksi. Ketika penulis meminta data kasus di
POLDA Gorontalo, briptu frangki hanya menjelaskan kronologi salah satu kasus
dimana seorang saksi (AW) atau pelapor identitasnya diketahui oleh pelaku tindak
pidana narkoba, sehingga keamanannya secara pribadi juga keamanan orang-orang
disekelilingnya termasuk keluarga dan kerabat menjadi terancam. Teror yang
diberikan biasanya tidak hanya berupa teror psikis tetapi juga teror secara fisik.

Dari kasus diatas peneliti menarik kesimpulan, bahwa dalam hal ini seorang
saksi harus dilindungi dan diberikan rasa keamanan dan ketentraman, karena seorang
saksi begitu banyak ancaman atau teror yang akan di dapatkan jika menjadi seorang
saksi, sehingga penegak hukum baik kepolisan kejaksaan, advokat atuapun hakim
bisa memberikan perlindungan ekstra terhadap saksi.

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini, penulis tentunya telah
melakukan analis yang mendalam dengan adanya hasil wawancara penulis dengan

beberapa responden yang mendukung penelitian ini yang tentunya termasuk dalam
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lembaga ataupu penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang terkait
dengan perlindungan hak-hak saksi.

Pertama, wawancara dengan kepolisian. Dalam kesempatan ini penulis
mewawancarai salah satu anggota kepolisian yang ada di Polda Gorontalo. Briptu
frangki mengatakan ; “Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak
kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13
sampai 15 UU Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum
sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Dalam kasus diatas briptu frangki berpendapat bahwa pihak
kepolisan sudah memberikan perlindungan hukum kepada saksi dengan
menghentikan aksi teror yang dilakukan oleh tersangka pengedar narkoba, kami juga
telah menjaga keamanan sekitar lingkungan saksi (AW) dengan menurunkan
beberapa personil kepolisian menjaga rumah saksi dan upaya kami terakhir adalah
bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga.

Berdasarkan pada hal tersebut, POLRI telah melakukan berbagai terobosan yang
berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi

cukup banyaks3®.”

35 Wawancara dengan Briptu Frangki J Badu, S.E, selaku anggota kepolisian di POLDA Gorontalo pada tanggal
11 Januari 2021.
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Perlindungan hak-hak saksi dan korban sudah menjadi unsur mutlak yang
dilakukan Polri dalam penegakan hukum. Seperti yang tertuang dalam Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Polri mengimplementasikan prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan
tugas kepolisiannya. Upaya ini mendukung tugas kepolisian berlandaskan HAM.

Dalam melaksanaan tugasnya, ada beberapa instrumen perlindungan HAM yang
perlu diperhatikan setiap anggota Polri sesuai UUD 1945. Antara lain hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; hak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan; serta hak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Terkait dengan upaya perlindungan saksi dan korban,Perkap Nomor 8 Tahun 2009
sudah mengatur beberapa di antaranya, yakni setiap petugas/anggota Polri dilarang
menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan. Anggota Polri
pada saat melakukan penahanan juga harus senantiasa memperhatikan prinsip dan
standar internasional HAM.3¢

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 juga sudah mengatur secara rinci hal-hal yang

harus dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari oleh anggota kepolisian dalam

36peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
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melayani saksi dan korban kejahatan. Jika Perkap ini dijalankan dengan baik,
pelaksanaannya akan sangat sejalan dengan Undang-undang (UU) Perlindungan
Saksi dan Korban.

Akan tetapi, menurut analisis penulis, undang-undang dalam Kepolisian sampai
saat ini tidak mengatur secara tertulis tentang perlindungan saksi dan korban pada
proses penyidikan, namun POLRI sebagai penyidik wajib memberikan perlindungan
hukum terhadap saksi dan korban kasus KDRT dalam proses penyidikan, ketentuan
UU PSK tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, maka UU PSK yang dibuat
pada tahun 2006 menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK),
Undang-Undang dan lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan hukum
dan pemenuhan hak saksi dan korban korban, namun hingga saat ini eksistensi
lembaga ini juga masih kurang, hal tersebut tersebut terjadi karena kekurangtahuan
masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga perlindungan oleh Undang-Undang dan
lembaga ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya saksi dan
korban. Seperti kasus yang terjadi di Kota gorontalo. Untuk itu dibutuhkan
perlindungan secara keamanan dan hukum bagi para saksi dari pihak kepolisian.
Dengan demikian, kerja sama antara Polri dan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan
korban menjadi sebuah kebutuhan.

Kedua, wawancara dengan kejaksaan. Penulis melakukan wawancara dengan
salah satu staf kejaksaan yaitu bapak Adi. Ketika penulis meminta pandangan ataupu
pendapat mengenai perlindungan hak-hak saksi dari kejaksaan, bapak adi mengatakan

“Di Kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti
44



mengantar saksi dari dan kepengadilan,meminta kepolisian menempatkan anggotanya
di rumah saksi,melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum seperti kompensasi
tidak dijadikan tersangka.”®’ penulis mengakui bahwa wawancara dengan pihak
kejaksaan Gorontalo yang di wakili oleh bapak Adi terkesan singkat. Namun tidak
dapat dipungkiri pernyataan singkat yang dijelaskan oleh apa Adi itu memang
langsung pada intinya yakni yang memang menjadi tugas atau tupoksi kejaksaan
dalam hal memberikan perlindungan hak-hak sebagai seorang saksi.

Selanjutnya dalam kesempatan itu juga penulis meminta pendapat bapak adi
mengenai kasus diatas, bapak adi berpendapat “bahwa apa yang dilakuakn oleh
kepolisian adalah tindakan yang benar dengan memberikan perlindungan dengan cara
menempatkan anggota kepolisian dirumah saksi, karena kami dari pihak kejaksaan
juga akan memberikan perintah seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisan yaitu
dengan meminta kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi.

Dari pemaparan diatas, analisis penulis mengenai perlindungan hak-hak saksi
dalam sistem peradilan indonesia dalam hal ini dari sisi kejaksaan bahwa, Kejaksaan
sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan penegakan hukum di Indonesia,
sudah menjalankan sesuai dengan tupoksi yang ada di Undang-undang, namun dalam
pelaksanaanya pihak kejaksaan dalam memberikan perlindungan hak-hak saksi
tentunya tidak bisa berjalan sendiri, kerja sama dengan penegak hukum lainnya

adalah hal yang patut dijalankan oleh kejaksaan agar hak-hak saksi dapat terpenuhi.

37 Wawancara dengan bapak Adi Nugraha, selaku staf kejaksaan di Gorontalo pada tanggal 13 Januaro 2021 Pukul
11.00 WITA
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Ketiga, wawancara dengan advokat. Wawancara selanjutya penulis lakukan
dengan advokat yang bernama bapak Andi yuliandri. Bapak andi yuliandri
mengatakan dalam wawancaranya ; “Keberadaan Advokat akan mampu mencegah
para penyidik untuk melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis
kepada saksi.

Saksi juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab
dirinya didampingi oleh seseorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat
dapat membantu saksi memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh
penyidik, sebab kerapkali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang
sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi bisa
dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan
efisien. Mengenai argumentasi bahwa kehadiran Advokat kerap memberikan
pengaruh yang mampu menyesatkan keterangan saksi, hal tersebut juga tidak dapat
dijadikan alasan. Mungkin dalam kenyataan ada beberapa Advokat yang bertindak
demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melarang
Advokat hadir pada saat pemeriksaan saksi.3®

Penulis juga meminta pendapat bapak andri yuliandri dalam kasus diatas,

13

beliuan berpendapat “ untuk kasus seorang saksi mendapatkan ancaman teror,
memang seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena memang sudah menjadi

haknyalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, kami dari advokat tentu saja

38 Wawancara dengan Advokat Andi Yuliandiri, S.H., M.H. pada tanggal 15 Januari 2021
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akan mendukung apa yang dilakukan oleh saksi dengan memberikan bantuan hukum
ataupun pendampingan saksi oleh advokat”.

Argumentasi ‘yuridis’ yang sering dikemukakan oleh penyidik baik KPK
maupun Kepolisian bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai pendampingan saksi
oleh Advokat dengan demikian menjadi tidak tepat. Memang, apabila KUHAP dibaca
secara parsial antar pasal, pembenaran argumentasi tersebut dapat dilakukan. Namun
sebaliknya, apabila dibaca menggunakan akal sehat yang jernih, pemahaman hukum
acara dan sistem peradilan pidana yang menyeluruh, serta paradigma yang benar
terkait keberadaan saksi, maka argumentasi tersebut tentu saja salah.

Menurut analisis penulis, kalau tersangka saja yang diduga melakukan perbuatan
pidana berhak mendapatkan bahkan dapat memilih penasihat hukumnya, apalagi
seorang saksi yang notabene adalah orang bebas dan kerapkali masyarakat awam
hukum yang mendengar kata “polisi” dan “kantor polisi” saja masih kerap ketakutan,
apalagi kalimat “pemeriksaan di kepolisian”. Kalau kemudian ada bantahan sesat
nalar lainnya yang mengatakan: untuk apa didampingi Advokat, toh saksi hanya
menceritakan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri saja. Pertanyaan demikian
dapatlah kita jawab singkat jikalau penyidiknya seadil Tuhan, maka sekaligus
tersangka pun tak perlu lagi untuk didampingi Advokat dan seluruh hakim kita bebas
tugaskan saja, peradilan pidana kita peti-es-kan, konstitusi dibuang ke selokan.

Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu asas yang penting di sebuah
negara hukum modern bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk

memperoleh bantuan hukum. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau



terdakwa berhak mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan
dimulai. Tersangka atau terdakwa juga memiliki kebebasan dan hak dalam memilih
penasihat hukumnya. Dan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau
didakwakan ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, maka tersangka
atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum.Penasehat hukum kemudian
berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau
ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka pun tidak boleh
diketahui oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan yang
mengawasi, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara. Selain itu
penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat dari tersangka, mengikuti
jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar, mengajukan keberatan atas
penahanan, mengajukanpra peradilandan mengajukan pembelaan.Yang sering
dilupakan adalah di negeri ini kerapkali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak
berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya
menjadi tersangka oleh penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa
sebagai tersangka.

Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang saksi. Dalam konteks demikianlah,
keberadaan Advokat menjadi krusial, dapat membantu saksi untuk tidak terperosok
ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian

memerangkap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengail pengakuan jelas
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melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan
salahnya.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sama seperti penyidik. Dalam
menjalankan pekerjaannya, Advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertutur kata,
atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap
hukum, peraturan perundang-undangan. Advokat juga dilarang berbuat hal-hal yang
bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
Advokat diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan dan atau perbuatantercela; melanggar sumpah/janji Advokat
dan/atau kode etik profesiAdvokat.Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada
larangan kepada Advokat untuk ikut mendampingi seseorang yang diperiksa sebagai
saksi.

Dalam praktik, Penulis menilai penyidik seringkali bersikap mendua terhadap
keberadaan seorang saksi. Apabila saksi berkedudukan sebagai pelapor, kerapkali
bahkan hanya dengan bermodalkan surat kuasa, Advokat tanpa didampingi oleh
prinsipalnya diijinkan melakukan pelaporan. Ketika saksi bertindak sebagai pelapor
yang kerap berstatus sebagai korban, Advokat kerap diperkenankan hadir. Bukan
cuma hadir, Advokat kerap kali bersama-sama dengan penyidik melakukan analisis
hukum apakah laporan yang diajukan oleh saksi sudah memenuhi unsur-unsur dari
salah satu perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Hampir tidak pernah terjadi penolakan kehadiran Advokat dalam kondisi

demikian.



Anomali sikap penyidik, baru terlihat ketika Advokat ikut mendampingi seorang
saksi yang diminta hadirkan oleh pihak terlapor atau tersangka. Sebelum
pemeriksaan, sang penyidik belum apa-apa langsung menyampaikan kepada saksi
bahwa dalam KUHAP keberadaan Advokat dalam pemeriksaan saksi tidaklah
diwajibkan. Bukankah proses hukum pidana adalah pencarian kebenaran materiil?
Bukankah perlu dijaga prinsip ‘praduga tidak bersalah’ dalam proses penyidikan
sehingga dengan demikian saksi yang dihadirkan oleh tersangka juga berhak untuk
diperlakukan sama. Penyidik entah lupa atau pura-pura tidak tahu, bahwa di dalam
UU Perlindungan Saksi dan Korban, setiap saksi berhak untuk mendapatkan nasihat
hukum dari seorang Advokat.

Dengan argumentasi demikian, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa
Advokat berhak mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi dalam tahapan
penyidikan. Dalam pendampingan saksi oleh Advokat sebaiknya juga ditambahkan
untuk diatur tegas, untuk mencegah berulangnya polemik tak perlu mengenai hal ini.
Termasuk juga bahwa saksi berhak untuk menerima salinan berita acara pemeriksaan.

Keempat, wawancara dengan badan peradilan. Wawancara terakhir penulis
lakukan dengan seorang hakim yakni bapak Erwin Nababan, dalam hal perlindungan
hak-hak saksi dalam sistem peradilan di Indonesia, bapak Erwin Nababan
mengatakan ; “Meskipun tidak secara jelas pengaturannya terkait perlindungan Saksi
dan Korban, di dalam Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis
Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran

terdakwa. Alasannya agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangan secara
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lebih lapang dan tidak ada rasa takut atau khawatir. Meskipun demikian, saksi juga
harus dibebaskan dari rasa takut atau khawatir akan akibat dari keterangan yang
diberikannya. Sementara Saksi adalah orang yang melihat atau merasakan langsung
terjadinya suatu tindak pidana. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 13/ 2006, Saksi
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan
Korban dalam Pasal 1 ayat (2) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Perlindungan terhadap keduanya sangat penting keberadaannya dalam proses
peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam
konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum
(equality before the law) hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan
kepastian hukum. guna menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (due
prosess of law) sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap Saksi dan/atau
Korban, hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat
menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.”

Kemudian, penulis juga meminta pendapat beliau mengenai kasus saksi
pengedaran narkoba yang mendapatkan teror berupa ancaman fisik dan fsikis. Bapak
Erwin Nababan berpendapat bahwa kami sebagai hakim tentu juga berperan aktif
dalam melakukan perlindungan hak-hak saksi, apalagi kalau kasusnya sudah

mendapatkan ancaman seperti itu, maka seperti yang saya katakan sebelumnya
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bahwa saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut atau khawatir akan akibat dari
keterangan yang diberikannya. Sudah jelas juga diatur di dalam Pasal 173 KUHAP
memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi
didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya agar saksi dapat
berbicara dan memberikan keterangan secara lebih lapang dan tidak ada rasa takut
atau khawatir. jadi sebagai salah satu penegak hukum kami juga telah melakukan
upaya-upaya terbaik kami dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi
sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dan untuk itu penulis dapat memberikan analisis bahwa Saksi dalam peradilan
pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatanya dalam
pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam
suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses
peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui
bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar bedasarkan informasi
dari masyarakat. Bagitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai
pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan
hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas saksi mempuyai
kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Posisi
saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat
maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk

Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindugan hukum kepada
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saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh
tersangka/terdakwa.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya
kasusperadilan pidana mengacu juga pada Mahkamah Pidana Internasional yang
permanen atau Rome Statute of International Criminal Court (International Crime
Court) yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara, Untuklebihmemberikan pengakuan
dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya
dalam proses peradilanyaitu:

a. Victim participation in the proceedings;

The statue mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi dalam proses
persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada posisi yang
pasif,akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin
yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.

b. Protection of victim and witnesses;

Statuta Roma International Crime Courtini mengakui adanya jaminan
perlindungan keamanan terhadap saksi amupun korban baik perlindungan secara fisik
dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan
korban.Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk
memberikan kredibilitas dan dasar hukum padalnternational Crime Court,sehingga
mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban.

c. And the right to reparations.
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Keinginan agar mendapatkan reparations ini didasari pada rasa penderitaan baik
fisik maupun mental yang diderita oleh korban,sehingga sudah selayaknya mereka
mendapatkan reparations guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari, Sistem
perlindungan saksi dilaksanakan berdasarkan atas:

1. Asas Perlindungan

Maksud asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya
terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

2. Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam
dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah
diratifikasi

3. Asas hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan
seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula keadilan.

4. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari
penegak hukum,walaupun ia berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan
pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain,berkenaan dengan
kesaksian yang akan,tengah,atau lebih diberikannya atas suatu tindak
pidana.Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban,antara lain

berupa hak untuk memilih,dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan



keamanan,hak untuk mendapatkan nasihat hukum,hak untuk memberikan keterangan
tanpa tekanan,hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru,serta hak
untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan mengenai penerapan asas Aquality Before The Law dalam Undang-
undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut
merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana,sehingga setiap peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus
mewujudkan asas Aquality Before The Law.

Dalam Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban.Perlindungan
yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung
atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan,sehingga merasa aman
terhadap ancaman di sekitarnya.

Selanjutnya di kepolisian,penerapan perlindungan saksi terhadap merupakan
suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparatur pelindung
masyarakat,hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf ¢ Undang-undang kepolisian, Dalam
proses penyidikan karena polisi jadi penyidik,maka perlindungan tersebut dilakukan
hanya sebatas alamat rumah,kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas
untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu.Hal inilah yang dianggap kepolisian

sebagai bentuk perlindungan.
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Dalam KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya
perlindungan terhadap saksi antara lain:Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa
“setiap orang mengalami,melihat,dan menyaksikan dan atau menjadi korban
peristiwa yang merupakan tindak pidana berkak untuk mengajukan laporan atau
pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”®°.Selanjutnya Pasal 117 ayat
(1),*%elain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan
keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk
apapun,serta pada pembuktian dimuka siding pengadilan kepada seorang saksi tidak
boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada
pasal 166 KUHAP.4

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat
dikatakan baru.Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan
merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum
baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member
kemungkinan kata saksi dipergunakan.Dalam teori tentang pemakaian alat
bukti,maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian
keterangan di dalam proses peradilan.Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti
merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses

peradilan.Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

39 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 108 ayat 1
40 |bid, Pasal 117 ayat 1
41 |bid ,Pasal 166
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Perlindungan lain juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses
peradilan pidana,meliputi:
a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara
tersebut diperiksa,tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1)
b. Saksi,korban,dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun
perdata atas laporan,kesaksian yang akan,sedang,atau telah diberikannya.
4.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Saksi.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti
yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang
berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi
yang dapat mendukung tugas penegak hukum padahal, saksi mempunyai kedudukan
yang sangat penting dalam menguatkan pembuktian. Hampir semua pembuktian
perkara pidana, selalu didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi bahkan
pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai dengan mendengarkan
saksi, walaupun dalam permulaan sidang hakim menanyakan identitas dari terdakwa
dan jaksa membacakan surat dakwaan, sekurang-kurangnya di samping pembuktian
dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat
bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban
bagi setiap warga Negara. Kesadaran orang yang menjadi saksi merupakan tanda

bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum.
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Saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian dari
masyarakat maupun para penegak hukum. Tidak banyak orang yang bersedia
mengambil resiko untuk melaporkan atau menjadi saksi atas suatu tindak pidana jika
dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman
yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi,
kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan
keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan
karena saksi yang takut untuk memberikan keterangan yang ia ketahui tentang suatu
tindak pidana yang ia lihat dan dengar sendiri, ini disebabkan karena saksi telah
mendapat ancaman dari pihak tertentu. Sehingga terkadang saksi membutuhkan
penasehat hukum untuk mendampingi disetiap proses peradilan pidana, mulai tahap
penyidikan, sampai dengan persidangan. Tetapi faktanya berbicara mengenai
pelindungan saksi tentu tidak lepas juga dari faktor-faktor penghambat yang timbul
dalam memperjuangkan keamanan dan kenyamanan terhadap perlindungan saksi.

Untuk lebih jelasanya penulis menguraikan faktor-faktor penghambat dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, yang penulis dapatkan dari hasil
wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan hal tersebut yang dapat
diliat sebagai berikut :

4.2.1 Faktor Penegakan Hukum
Perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara

khusus dalam KUHAP, kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya
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KUHAP, belum mampu memberikan perlindungan bagi saksi. Seperti masalah
pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi tidak ada pengaturannya dalam
KUHAP. Tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan
bantuan hukum untuk pihak saksi. Dalam kenyataannya hukum pidana materil dan
formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak-haknya hal tersebut
dapat dilihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224
menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa
menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: 42

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan.

2. Dalam perkara lain, dengan pidana paling lama enam bulan.

Begitu juga pada Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana** hanya mengatur perlindungan terhadap
tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan
pelanggaran hak asasi manusia. kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak secara tegas menyebutkan
hak-hak saksi untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat tetapi undang-
undang tersebut hanya menyebutkan bahwa Saksi berhak mendapatkan Nasihat
hukum dan pendampingan, sehingga tak jarang Penasehat Hukum/Advokat mendapat

penolakan dari pihak penyidik ketika mendampingi Saksi dalam tahap penyidikan.**

42_ihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224 menyebutkan bahwa barangsiapa
dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya
43 pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

44 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak secara tegas
menyebutkan hak-hak saksi untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat
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Beranjak dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut
masih  banyak kevakuman dari undang-undang tersebut, apalagi dengan
perkembangan yang pesat mengenai isu hak asasi manusia, pemikiran-pemikiran
tidak saja perlu memberi perlindungan kepada tersangka saja tetapi lebih dari itu
meliputi pula perlindungan terhadap keberadaan saksi terutama pemberinan bantuan
hukum dari Penasehat Hukum/Advokat.

Berdasarkan wawancara dengan seorang anggota polisi bapak erik adam pada
tanggal 2 februari 2021 yaitu Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian
dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana
benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum
seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi
tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan
undang-undang. Begitu pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian
mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus
dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik
memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan
membawa/menjemput saksi secara paksa.

Dalam prakteknya pak erik menilai menilai hak bagi saksi belum sepenuhnya
dipenuhi sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang, hal ini dapat dilihat bahwa
tidak hanya penyidik dari kepolisian yang melarang pendampingan oleh advokat
sebagai penasehat hukum bagi orang yang masih berstatus sebagai saksi, tetapi hal itu

juga dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diketahui
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banyak penyidik KPK dengan latar belakang dari penyidik kepolisian. Sedangkan
untuk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penulis belum
menemukan kasus terkait dengan hal pelaragan pendampingan saksi oleh advokat.
KUHAP memang tidak mengatur secara jelas mengenai hak yang dapat diberikan
kepada saksi namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia
Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas
memwajibkan kepada seluruh penyidik agar memberikan kesempatan kepada saksi
untuk di damping penasehat hukum nya.®

Penulis juga bependapat, bukan hanya kepada anggota kepolisan saja yang
bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak saksi, akan tetapi untuk semua penegak
hukum baik, dari kejaksaan, advokat dan pihak peradilan lainnya seperti hakim harus
melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar
kiranya hak saksi bisa di lindungi dan tidak ada intimidasi dari siapun. Hal ini harus
di landasi dengan kekuatan hukum dimana LPSK selaku pelindung dari saksi dan
korban tentu juga ada proses yang harus di ikuti seksama. Untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari LPSK, terlebih dahulu saksi dan korban harusn melewati
beberapa proses yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi
persyaratan yang tercantum dalam pasal 28 UU NO.13 Tahun 2006 mengenai Syarat
Pemberian Perlindungan Saksi Dan Bantuan. Persyaratan materiil dapat tidaknya

seseorang dilindungi olen LPSK diatur dalam ketentuan pasal 28 UU No. 13 Tahun

45Berdasarkan wawancara dengan seorang anggota polisi bapak erik adam pada tanggal 2 februari 2021
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2006 menyatakan dalam perjanjian perlidungan saksi dan/atau korban tindak pidana
sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan perlindungan sebagai berikut :
a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
c. Hasil analisi tim medis atau psikologis terhadap saksi dan/atau korban
d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban
Semua proses diatas dilakukan oleh saksi akan tetapi dibantu oleh pihak
penegak hukum agar kiranya dapat dengan mudah dan tidak sulit melakukan
persyaratan tersebut.
Jika kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korbanyang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun
2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika telaah lebih mendalam akan mandat
tersebut maka kewenangnnya masih sangat lemah, antara lain dapat disebutkan
sebagai berikut:
1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di
pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas LPSK dalam administrative LPSK dalam perlindungan sementara

untuk saksi.
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6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah.*

Penulis juga meminta pendapat dari pak erik, mengenai kasus saksi tindak
pidana narkoba yang mendapatkan ancaman berupa teror psikis maupun fisik,
bagaimana dengan kasus tersebut apakah ada kendala dalam memberikan
perlindungan, bapak eri berpendapat kendala yang kami alami yakni kurangnya Up-
grading dan Reviewing SOP layanan prima dimana kita masih lamban dalam hal
layanan prima sehingga tidak tercover semua pengeluhan para saksi, sehingga pada
kasus diatas saksi sudah mendapatkan ancaman teror terlebih dahulu sebelum kami
dari kepolisan memberikan perlindungan terhadap hak saksi. Bapak erik juga
bependapat kendala yang yg kami dapatkan berupa keutuhan dan integritas serta
profesionalisme dalam menjalankan tugas dalam hal ini SDM (Sumber Daya
Manusia) pendukung di kepolisan, sering terjadi gesekan sehingga kurang solid, hal
ini akan menghasilkan kultur kerja yang kurang baik.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menilai pihak-pihak penegak hukum
dalam hal ini kepolisian harus tegak dalam menegakan hukum terhadap perlindungan
hak saksi, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi pada kasus diatas, berupa
ancaman dan teror dan lainnya. Karena lambannya penegakan hukum terhadap hak

saksi maka hak saksi yang harusnya mendapatkan perlindungan sedari awal melah

a6 Elsam, Model Perlindungan saksi di Amerika Serikat, 2004, HIm 204
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mendapatkan ancaman teror baik psikis maupun fisik. Andai saja dari awal pihak
kepolisian, LPSK ataupun penegak hukum lainnya memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak saksi maka tidak akan terjadi ancaman teror seperti yang saksi
tersebut dapatkan. Dari hal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam praktek
masing-masing lembaga ini kurang berkordinasi terutama memandang kedudukan
saksi dalam pemeriksaan kasus pidana, masing-masing mereka
mempertahankanpendirian sendiri-sendiri dimana Polri menggunakan KUHAP
sedangkan LPSK menggunakan Undang-undang No 13 Tahun 2006. Dan sering
sekali Polri sangat terfokus pada asas legalitasuntuk menjerat terdakwa sedangkan
LPSK lebih focus kepada perlindungan saksi korban.

Perbedaan-perbedaan ini yang banyak kali menjadi pemicu bagi para penegak
hukum dan LPSK untuk tidak bisa bekerja professional sehingga pada akhirnya saksi
dan korban menjadi terlantar bahkan akhirnya terkriminalisasi. Jika hambatan-
hambatan ini tidak segeradiperbaiki baik didalam LPSK sendiri maupun system
pemberian perlindungan saksi dan korbansebagai suatu konsep yang utuh dan
dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan yang sama untuk menegakkan hukum
dan keadilan serta untuk keharmonisan anggota masyarakat, makaperubahan menuju
system peradilan pidana terpadu masih jauh dari harapan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini sesungguhnya merupakan dasar bagi
terselenggaranya proses peradilan pidana di Indonesia. Pihak kepolisan,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bahkan lembaga-lembaga terkait

lainnya seperti Lembaga Perlindungan saksi dan Korban menjadi sub systemdalam
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pelaksanaan proses peradilan pidana. Adapun perbedaan fungsi masing-masing
lembaga oleh undang-undang diberikan untuk mencegah terjadinya konsentrasi
kekuasaan dalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Perbedaan- perbedaan yang
sudah diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana ini untuk menjamin
terselenggaranya proses peradilan pidana yang professional untuk terselenggaranya
peradilan yang bersih dan adil.

Diharapkan dalam perlindungan saksi dan korban walaupun masing-masing
lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam
pelaksanaannya dilapangan harussejogyanya saling mencermati dan memahami
untuk  melaksanakan  proses peradilan yang berkesinambungan tanpa
mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu, apalagi sampai melakukan kriminalisasi
terhadap saksi.

Hambatan-hambatan tersebut diatas haruslah dipandang sebagai suatu proses
yang dilaluidalam suatu perjuangan pemberantasan kejahatan, yang menurut
Muladi*’ sebagai kerikil-kerikil tajam yang harus ditepis dalam menemukan system
peradilan pidana yang dapat berupa phisik dalam arti sinkronisasi structural untuk
menuju mekanisme administrasi peradilan pidanayang bersifat substansi  dalam
kaitannya dengan hukum positif yang berlaku dalam hokum acara pidana dan juga
dapat mempengaruhi sifat cultural dalam arti pandangan danbagimasyarakat serta

penegak hukum terhadap proses peradilan pidana di Indonesia untuk pemberian

47 Muladi, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, 2005, HIm 87
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perlindungan hukum terhadap saksi.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Seorang saksi berhak memperoleh perlindungan oleh penegak hukum yaitu
Polisi,Jaksa,Advokat Dan Badan Peradilan atas keamanan pribadinya dari
ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain,berkenaan dengan kesaksian
yang akan,tengah,atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana.Disamping
itu sejumlah hak diberikan kepada saksi ,antara lain berupa hak untuk
memilih,dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,hak
untuk mendapatkan nasihat hukum,hak untuk memberikan keterangan tanpa
tekanan,hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru,serta hak
untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan
kebutuhan, Dalam Undang-undang No.13 th 2006 tentang perlindungan saksi
dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun
korban.Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang
memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang
membutuhkan,sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

2. Faktor-Faktor penghambat perlindungan Hukum dalam memberikan
perlindungan Terhadap hak saksi yaitu, faktor Penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia baik pihak kepolisan, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan bahkan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti

Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) menjadi sub system



dalam pelaksanaan proses peradilan pidana masih lamban dalam melakukan
perlindungan hak-hak saksi, hal ini dapat dilihat dari hak saksi yang belum
dilindungi sepenuhnya karena masih ada intimidasi dari pihak lain ataupun
berupa ancaman teror dan sebagainya yang saksi dapatkan selama menjadi
saksi. Penegak hukum baik kepolisan, kejaksaan, pengadilan Lembaga
Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) kurang berkordinasi terutama
memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana. Selanjutnya
LPSK selaku pelindung dari saksi dan korban tentu juga ada proses yang
harus di ikuti seksama. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK,
terlebih dahulu saksi dan korban harusn melewati beberapa proses yang telah
ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan yang
tercantum dalam pasal 28 UU NO.13 Tahun 2006 mengenai Syarat Pemberian
Perlindungan Saksi Dan Bantuan. Persyaratan materiil dapat tidaknya
seseorang dilindungi oleh LPSK diatur dalam ketentuan pasal 28 UU No. 13
Tahun 2006 menyatakan dalam perjanjian perlidungan saksi dan/atau korban
tindak pidana sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan
perlindungan sebagai berikut : (a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau
korban, (b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, (c)
Hasil analisi tim medis atau psikologis terhadap saksi dan/atau korban, (d)
Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
Akan tetapi persyaratan materiil ini tentu bagi saksi terutama saksi yang

masih awam atas aturan tersebut, mungkin akan mengalami kendala dalam



mendaptkankan perlindungan haknya sebagai saksi karena tidak mengerti
akan prosedur yang ada, hal ini karena kurangnya sosialiasi oleh penegeak
hukum atas aturan tersebut.
5.2 Saran

1. Diharapkan dalam perlindungan saksi dan korban walaupun masing-masing
lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam
pelaksanaannya dilapangan harussejogyanya saling mencermati dan
memahami untuk melaksanakan proses peradilan yang berkesinambungan
tanpa mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu, apalagi sampai melakukan
kriminalisasi terhadap saksi.

2. Diharapkan kepada penegak dalam sistem peradilan Indonesia baik Pihak
kepolisan, kejaksaan, pengadilan harus melakukan kerja sama dengan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar kiranya hak saksi bisa

di lindungi dan tidak ada intimidasi dari siapun.
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